BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Penentuan Lokasi TPS di

Kecamatan Tawangsari, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Desa yang menghasilkan produksi sampah terbesar terdapat di Desa Watubonang
yaitu sebesar 19,8 m®/, sedangkan untuk desa yang menghasilkan produksi sampah
terendah terdapat di Desa Tambakboyo yaitu sebesar sebesar 11,7 m®/hari.

Variabel penentu lokasi TPS di Kecamatan Tawangsari adalah variabel kelerengan,
tata guna lahan, jarak terhadap timbunan sampah, aksesibilitas dan didukung oleh
kebutuhan terhadap sarana TPS.

Setelah melakukan penskoringan antara variabel kelerengan, tata guna lahan,
aksesibilitas jalan dan jarak terhadap timbunan sampah, maka didapat 3 zonasi, zona
sesuai, sedang dan zona tidak sesuai untuk lokasi tempat penampungan sementara
(TPS) sampah.

Kecamatan Tawangsari dilihat dari jumlah penduduknya membutuhkan 13 unit TPS
yaitu berupa kontainer. Masing masing desa membutuhkan minimal 1 unit. Tipe TPS
yang dibutuhkan sesuai dengan volume sampah adalah TPS Tipe | dimana luas yang
dibutuhkan untuk tempat penampungan sementera (TPS) sampah adalah sebesar
sekitar 10 — 50 m?2.

Lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yg sesuai di Kecamatan
Tawangsari terdapat pada desa yang memiliki kriteria sesuai dengan masing- masing
variabel penentu lokasi TPS. Zona lokasi tempat penampungan sementara (TPS) itu
berada pada: Desa Watubonang, Desa Pundungrejo, Desa Grajegan, Desa Lorog
dan Desa Majesto. Namun karena masing — masing desa membutuhkan sarana
persampahan berupa TPS, maka setiap desa terdapat titik rencana untuk lokasi

Temat Penampungan Sementara (TPS).



5.2 Saran
Dari beberapa kesimpulan mengenai analisis penentuan lokasi tempat penampungan
sementara (TPS) sampah di Kecamatan Tawangsari, maka dapat dirumuskan rekomendasi
berupa saran sebagai berikut:

1. Kebutuhan sarana persampahan berupa TPS di Kecamatan Tawangsari sangat
dibutuhkan untuk mengatasi masalah persampahan yang dialami. Kebutuhan sarana
persampahan disesuaikan dengan jumlah penduduk dimana semakin meningkatnya
jumlah penduduk maka jumlah volume sampah juga akan meningkat.

2. Penentuan lokasi TPS sampah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu
seperti kondisi kelerengan, tata guna lahan, timbunan sampah, aksesibilitas jalan dan
kebutuhan terhadap TPS agar lokasi TPS tidak mengganggu kenyamanan warga.

3. Untuk pemerintah sebaiknya setelah titik lokasi TPS ditentukan perlu adanya tindak
lanjut pengenai pengelolaan prasarana persampahan lebih lanjut, seperti penyediaan
jasa angkut sampah pada masing-masing desa, agar sampah masyarakat lebih
terkelola dengan baik.

4. Masyarakat di Kecamatan Tawangsari hendaknya peduli terhadap lingkungan dan
memiliki kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang
sampah secara sembarangan baik membuang ke sungai, dipinggir jalan dan lain

sebagainya.
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